5.1

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Berdasarkan Hasil PKPA di PT. Satoria Aneka Industri yang

diadakan pada tanggal 05 Februari — 30 Maret 2024, dapat disimpulkan bahwa:

1.

5.2

Kegiatan PKPA di Industri dapat meningkatkan pemahaman calon
Apoteker mengenai peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab
Apoteker di Industri farmasi.

Kegiatan PKPA di industri sudah membekali calon Apoteker agar
memiliki wawasan, keterampilan dan pengalaman dalam melakukan
pekerjaan kefarmasian di Industri farmasi.

Kegiatan PKPA di industri sudah memberikan kesempatan bagi calon
Apoteker untuk mempelajari mengenai CPOB dan penerapannya di
industry farmasi.

Kegiatan PKPA di industri sudah memberi gambaran nyata menganai
permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

Kegiatan PKPA di industri dapat mempersiapkan calon Apoteker agar

menjadi Apoteker yang professional ketika memasuki dunia kerja.

Saran

Saran yang dapat diberikan untuk kegiatan PKPA di PT. Satoria

Aneka Industri untuk kedepannya adalah:

1.

Mahasiswa calon Apoteker selanjutnya yang akan melakukan
PKPA di PT. Satoria Aneka Industri dapat lebih membekali diri
dengan mempelajari kembali mengenai prinsip CPOB sebagai

prinsip pembuatan obat yang diterapkan di industry farmasi.
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Mahasiswa calon Apoteker selanjutnya akan mekakukan PKPA di
PT. Satoria Aneka Industri dapat berperan aktif dalam bertanya,
berinteraksi dan belajar padasaat dilaksanakannya kegiatan PKPA
di PT. Satoria Aneka Industri.

Pihak preseptor dari PT. Satoria Aneka Industri dapat
memperbanyak topik materi induksi mengenai departemen-

departemen yang ada di PT. Satoria Aneka Industri.
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